BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

bahwa pertumbuhan usaha Pasar Tradisonal, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern yang semakin
meningkat perlu diikuti dengan peningkatan

kepastian usaha dan tertib usaha;

bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian usaha
dan tertib usaha, perlu mengoptimalkan penataan
dan pembinaan terhadap Pasar Tradisonal, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Pasar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Agam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Pasar;



Mengingat

Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka  Menghadapi Ancaman  yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6516);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5512) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentangBadan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 6623) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6641);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun2015 Nomor 62);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar

Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan

Barang Milik Negara;



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali
diubah  terakhir @ dengan  Peraturan  Menteri

Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/
PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan,
dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/
M-DAG/ PER/9/2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/ M-DAG/
PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan,
dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1342);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun
2021 tentang Pedoman = Pembangunan  dan
Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah

Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah

Kabupaten Agam Tahun 2014 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun

2016 Nomor 11);



27. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020

Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

Menetapkan

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
AGAM NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
PASAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Agam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar
(Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2014 Nomor
1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Paragraf 6 Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6

Pasar Daerah

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan dan/atau
mengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan

dan toko swalayan.

(2) Pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat
(1) diatas, ditetapkan dan diatur lebih lanjut

melalui Peraturan Bupati.



4+ Pasal 23 dihapus
3. Pasal 24 dihapus.

Fasal |l

Mecaturan [dacrale o mular berlabu pada langgal

dlundangkan

igar  setiap  orang  mengerahuinya

pengundangan Peraturan Daerah

penempatannia  dalam  Lembaran  Daerah

Agam

[ntertapkan o

memeaernriabhkan

1 dengan

Lubulk Basung

pada tanggel 10 Novermber 20021

BLPAT! ACGANM,

tito

ANDIKT W ARMAT

Diundangkan di Lubuk Basung

pada tanggallf Novemher 2021

P, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

o

JETSON

LEMBARAN DAERAH RABUPATEN AGAM TAHLUIN 2021 NOMOKR <
NOREG PERATURAN DAERAH KARBUPATEN AGAM PROVING SUMATLERA

r'l.".n.".T |'-l. 7 'JHF.?1 ]

A AslinvaE
LIKUM

salinan sesu;
KEFALA R

kabupaten



